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ABSTRAK

As Alukal Ismah : Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti efektivitas sistem pengendalian
internal pemerintah yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota
Padang yang menurut Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40
Tahun 2009, menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
menerapkan SPIP. Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pilot proyek
implementasi sistem pengedalian internal pemerintah di Kota Padang.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif dengan melakukan
wawancara dan menyebarkan angket kuesioner kepada sejumlah staf Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari hasil wawancara dan kuesioner tersebut,
penulis akan menghitung persentase tingkat efektivitas SPIP dengan cara
membandingkan skor empiris dengan skor ideal, yang kemudian akan
dibandingkan dengan implementasi SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008.

Berdasarkan wawancara diperoleh kesimpulan bahwa implementasi SPIP di
DPKD hingga saat ini masih berada pada tahap pemetaan (diagnostic assessment).
Dan berdasarkan pengolahan data hasil kuesioner diperoleh hasil tingkat
efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah pada DPKD sebesar 80,83%
dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Unsur pemantauan memperoleh skor
tertinggi yaitu 85,00%, sedangkan unsur kegiatan pengendalian memperoleh skor

terendah yaitu 77,42%.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu unsur penting dalam
pengelolaan suatu organisasi baik perusahaan-perusahaan bisnis maupun instansi
pemerintahan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2001).

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan suatu cara untuk
mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. la
berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud) dan
melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan)
maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek
dagang).

Sistem pengendalian internal dalam penerapannya harus senantiasa
memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran,
kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.



Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban,
harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk
mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan
memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah juga dijelaskan bahwa sistem pengendalian
internal pemerintah adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem
pengendalian internal pemerintah memiliki arti yang sangat penting bagi
organisasi khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena merupakan pintu
awal upaya pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan anggaran pemerintah.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas akuntabilitas dan kinerja
pengelolaan keuangan daerah, maka SPIP merupakan pilar yang sangat penting
untuk dibangun dan diterapkan segenap jajaran aparatur pemerintah di lingkungan
Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan menerapkan SPIP, pemerintah daerah
juga akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Sistem pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah dikenal
sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar

penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya



secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara dapat dilaporkan
secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengingat begitu penting dan strategisnya penerapan sistem pengendalian
internal pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat telah berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk
menerapkan SPIP tersebut, agar mempercepat terciptanya good and clean
government di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat.

Dalam peraturan gubernur tersebut dijelaskan bahwa, Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disingkat SPIPP adalah
sistem pengendalian internal pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh
terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.

Menurut Kepala Puslitbangwas BPKP/Ketua Koordinator Satgas Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan pemda
pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan kepala daerah tentang
Penyelenggaraan SPIP. Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40
Tahun 2009 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib

menerapkan SPIP yang meliputi unsur : lingkungan pengendalian, penilaian



resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan
pengendalian internal.

Ketentuan tersebut telah menandai secara yuridis formal, bahwa masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah wajib mengimplementasikan kelima
unsur SPIP tersebut dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari. Termasuk
juga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang
mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan
Pemerintah Provinsi dalam urusan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan
salah satu dari dua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai uji coba
implementasi SPIP pada tahap awal. Sebagai pilot proyek dari pengembangan
SPIP di Provinsi Sumatera Barat, maka seluruh Pejabat Eselon II, IIT dan IV telah
mengikuti sosialisasi dan workshop yang diadakan tahun 2009 lalu.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP
dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan
intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang
berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup
kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar
audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam
pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai

sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien.



Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka
belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai
dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu
pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat
dikatakan tidak efektif.

Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan
dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-
nilai yang bervariasi. Efektivitas sistem pengendalian internal diartikan sebagai
kemampuan sistem pengendalian internal yang direncanakan dan diterapkan agar
mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi
operasi.

Keberhasilan penerapan SPIP akan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat
pengenalan dan pemahaman aparatur terhadap SPIP tersebut. Oleh karena itu,
SPIP harus dikenal oleh semua aparatur dengan memberikan sosialisasi dan
workshop secara berkesinambungan. Terkait dengan sosialisasi SPIP ini,
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pendidikan dan Latihan
Provinsi juga memasukkan materi SPIP sebagai salah satu materi
tambahan/penunjang pada setiap kegiatan Diklat.

Mengingat DPKD merupakan dinas provinsi yang mengatur pengelolaan
keuangan daerah, maka pimpinan DPKD juga harus melaksanakan wewenang dan
tanggung jawab dalam pengendalian internal atas seluruh kegiatan organisasi.

Pimpinan DPKD sangat berperan dalam penerapan unsur-unsur SPIP yang



terdapat pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Fenomena yang penulis temui pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah seluruh unsur dari sistem pengendalian internal pemerintah sudah
diterapkan secara teknis dalam kegiatan sehari-hari. Sementara pedoman teknis
yang mengatur SPIP untuk DPKD sendiri hingga saat ini belum disahkan karena
masih perlu dikaji ulang. Hal ini tentunya akan melemahkan SPIP tersebut karena
pengetahuan pegawai mengenai SPIP akan terbatas. Akibatnya masih banyak
pegawai yang belum memahami arti penting dari SPIP tersebut.

Untuk melihat seberapa jauh efektivitas penerapan SPIP di DPKD, penulis
akan melakukan observasi dan menyebarkan angket kuesioner yang nantinya akan
ditarik kesimpulan dengan merumuskan secara deskriptif persentase. Penulis akan
memberikan gambaran berupa tingkat persentase dari jawaban responden dengan
cara membandingkan skor empiris dengan atau skor ideal sehingga didapatkan
tingkat keberhasilan yang dicapai (Ali 1982).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan
penelitian terhadap SPIP yang diterapkan dengan menggunakan daftar uji
pengendalian internal yang terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan perumusan
masalah  sebagai berikut: “Bagaimana Analisis Efektivitas Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat?”.



B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa

kajian masalah sebagai berikut :

1.

Bagaimana penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah
pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat?
Seberapa besar tingkat efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah

pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian

tugas akhir ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui :

1.

Proses penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Tingkat efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tugas akhir ini mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :
Bagi penulis, penelitian tugas akhir ini akan menambah pengetahuan
penulis mengenai sistem pengendalian internal pemerintah yang
diterapkan pada instansi pemerintahan.

Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat,

penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang berguna



untuk peningkatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah
yang lebih efektif di masa mendatang.

. Bagi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III
Akuntansi, tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk lebih
memperkenalkan Program Studi DIII Akuntansi pada masyarakat luas.
Selain itu, penelitian tugas akhir ini juga dapat dijadikan sebagai bahan
referensi bagi generasi selanjutnya terkait Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP).



BABS

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi mengenai Analisis Efektivitas Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah hingga tahun 2012 masih berada pada tahap
pemetaan (diagnostic assessment). Hal ini menyebabkan belum disahkannya
pedoman teknis SPIP untuk DKPD. Sehingga belum seluruh pegawai yang
memahami SPIP. Sementara sosialisasi yang dilaksanakan selama ini lebih
difokuskan kepada pejabat eselon II, III dan IV sebagai pengambil
kebijakan, belum bersifat menyeluruh untuk pegawai DPKD.

2. Secara teknis sistem pengendalian internal pemerintah telah diterapkan
dalam seluruh kegiatan rutin pada setiap Bidang/bagian/seksi. Terbukti dari
hasil kuesioner dari sejumlah responden yang memperlihatkan tingkat
efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah mencapai rata-rata
80,83% dan termasuk dalam kategori sangat efektif.

3. Jika dilihat dari masing-masing unsur SPIP, unsur pemantauan memperoleh
skor tertinggi yaitu 85,00% yang berarti bahwa kegiatan pemantauan telah
dijalankan dengan sangat efektif oleh pimpinan DPKD. Sedangkan unsur

kegiatan pengendalian memperoleh skor terendah yaitu 77,42% yang berarti
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bahwa pimpinan DPKD harus lebih memperhatikan sumber daya manusia
yakni pegawai yang memiliki arti penting bagi pencapaian visi, misi dan

tujuan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Saran
Adapun saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
semua pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Satuan Pengawas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk segera menyelesaikan pedoman
teknis implementasi SPIP dengan melanjutkan tahapan penyelenggaraan
hingga tahap performing. Setelah pedoman teknis rampung, secepatnya
disebarkan ke seluruh komputer DPKD dalam bentuk soft file, agar
pemahaman seluruh pegawai tentang SPIP bisa lebih memadai.

2. Pimpinan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah baik Kepala
Bidang/Bagian/Seksi diharapkan agar lebih memperhatikan sumber daya
manusia yakni pegawai DPKD mengingat sumber daya manusia merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan SPIP, dengan cara
memperbaiki kebijakan yang lebih mensejahterakan pegawai.

3. Meskipun SPIP telah diterapkan dalam kegiatan rutin dengan sangat efektif,
namun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan tetap
mempertahankan optimalisasi pencapaian kinerja untuk masa yang akan

datang agar efektivitas tetap diraih.
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